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ORINEWS.id — Harvey Moeis, selaku perpanjangan tangan PT
Refined Bangka Tin (RBT) divonis pidana penjara selama 6,5
tahun terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas
timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
pada tahun 2015-2022. Besaran hukuman penjara terhadap Hervey
menuai kontroversi mengingat nilai kerugian negara yang
mencapal ratusan triliun rupiah.

Hakim Ketua Eko Aryanto mengatakan Harvey terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan
tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan secara
bersama-sama.

“Hal ini sebagaimana dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua
primer,” kata Hakim Ketua dalam sidang pembacaan putusan
majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta,
Senin (23/12/2024).

Dengan demikian, Harvey terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1)
juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
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dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ke-1 KUHP.

Selain pidana penjara, Harvey juga dikenakan pidana denda
sebesar Rpl miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama
enam bulan. Majelis Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan
kepada Harvey berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210
miliar subsider dua tahun penjara.

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan
beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal
memberatkan, yakni perbuatan Harvey dilakukan saat negara
sedang giat melakukan pemberantasan terhadap korupsi.

“Sementara hal meringankan, yaitu terdakwa berlaku sopan di
persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, dan belum pernah
dihukum,” ucap Hakim Ketua menambahkan.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember (Unej) Prof. Arief
Amrullah memandang bahwa kesopanan terdakwa di pengadilan
tidak bisa dijadikan alasan untuk meringankan putusan pidana.
Prof. Arief menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons
hal yang meringankan putusan terdakwa Harvey Moeis dalam kasus
korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin
usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada kurun 2015-2022.

“Siapa pun pasti sopan. Coba saja kita berhadapan dengan
misalnya hakim seperti itu kan sopan,” kata Prof. Arief saat
dihubungi, Ahad (29/12/2024).

Oleh sebab itu, dia menjelaskan bahwa peluang seorang terdakwa
untuk tidak sopan di persidangan justru kecil. “Semua orang
sopan, berpakaian rapi. Masak pakaian compang-camping di ruang
sidang?” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa kecil kemungkinan bagi tersangka
mencak-mencak atau mengamuk di hadapan majelis hakim, dan



tindakan tidak sopan lain di pengadilan.

“Di situ berkata-kata yang tidak senonoh kan enggak mungkin.
Oleh sebab itu, kesopanan jangan dinilai. Seharusnya secara
kriminologi (dinilainya), mengapa dia melakukan kejahatan
seperti itu, korupsi,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto pun menlai vonis ringan terhadap
para koruptor melukai hati rakyat. Dalam acara Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta,
Senin (30/12/2024), ia mengkritik hakim-hakim yang menjatuhkan
vonis ringan kepada koruptor, dan meminta kejaksaan mengajukan
banding.

“Rakyat itu mengerti, rampok ratusan triliun vonisnya sekian
(tahun),” kata Presiden di hadapan jajaran petinggi
kementerian/lembaga dan kepala daerah saat memberi pengarahan
dalam Musrenbangnas.

Presiden lanjut menekankan para terdakwa korupsi seharusnya
menerima vonis berat. “Vonisnya ya 50 tahun, begitu kira-
kira,” kata Presiden kepada Jaksa Agung.

Dalam acara yang sama, Presiden juga mengingatkan Menteri
Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto untuk memastikan
para terpidana, khususnya terpidana korupsi, tidak mendapatkan
kemudahan-kemudahan saat mendekam di penjara. “Nanti jangan-
jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong
menteri permasyarakatan ya, jaksa agung,” wucap Presiden
Prabowo.

Sementara, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai
mengakui bahwa kekecewaan publik terkait vonis 6,5 tahun
penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi PT Timah Tbk
sangat bisa dipahami karena dianggap belum memenuhi rasa
keadilan.

“Kami menangkap ada kekecewaan publik atas putusan ini dan itu
sangat bisa dipahami karena dianggap tak masuk akal melukail
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rasa keadilan masyarakat, meski kita juga perlu menghargai dan
menghormati independensi hakim yang tidak bisa kita
intervensi,” ucap dia dalam keterangan diterima di Jakarta,
Senin.

Pigai mengaku bisa memahami nuansa kebatinan masyarakat yang
kecewa dengan vonis tersebut. Bagaimanapun, Kkata dia,
masyarakat mempunyai hak atas rasa keadilan.

Namun demikian, menurut Pigai, Presiden Prabowo Subianto dalam
berbagai kesempatan telah menyampaikan bahwa nilai keadilan
merupakan elemen terpenting dalam memberi kepuasan atas
tindakan perlawanan hukum.

“Oleh karena itu, Kementerian HAM sebagai bagian dari
pemerintahan tentu memiliki semangat seirama menghadirkan
pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat menaruh harapan
besar, hak atas keadilan,” demikian Pigai.

Jaksa penuntut umum (JPU) akan mengajukan upaya banding atas
putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat terhadap beberapa terdakwa kasus korupsi
komoditas timah. Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung,
Sutikno, kepada awak media di Jakarta, Jumat pekan lalu,
mengatakan bahwa terdakwa-terdakwa itu adalah Harvey Moeis,
Suwito Gunawan, Robert Indarto, Reza Andriansyah, dan Suparta.

Ia mengungkapkan, alasan JPU mengajukan banding Llantaran
putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa kasus
korupsi komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan
(IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015-2022 itu terlalu ringan. “Dari
situ kelihatan bahwa hakim ini hanya mempertimbangkan peran
para pelaku, tetapi hakim nampaknya belum mempertimbangkan
atau tidak mempertimbangkan dampak yang diakibatkan oleh
mereka terhadap masyarakat Bangka Belitung,” ucapnya.

Komisi Yudisial (KY) juga akan mendalami putusan majelis hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Pusat untuk Harvey Moeis. Anggota sekaligus Juru



Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan diterima di
Jakarta, Jumat pekan lalu, mengatakan bahwa pendalaman
tersebut dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang terjadi
dalam putusan itu.

“Namun, KY tidak akan masuk ke ranah substansi putusan.
Adapun, forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah
putusan, yakni melalui upaya hukum banding,” kata Mukti Fajar.

KY, imbuh Mukti, menyadari bahwa vonis Harvey Moeis akan
menimbulkan gejolak di masyarakat. Oleh sebab itu, sejak
persidangan berlangsung, KY berinisiatif menurunkan tim untuk
memantau persidangan.

Dia menjelaskan, pemantauan persidangan dilakukan pada saat
sidang menghadirkan ahli, saksi, dan saksi meringankan (a de
charge). Hal 1itu sebagai upaya memastikan hakim menjaga
imparsialitas dan independensi dalam memutus perkara.

Lebih Tlanjut, KY mempersilakan masyarakat untuk melapor
apabila menemukan dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam
perkara tersebut.

“Namun, KY meminta agar laporan tersebut disertai bukti-bukti
pendukung agar dapat diproses,” tuturnya.



